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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Pelaihari
dalam perkara cerai akibat istri nusyuz, yang menimbulkan pertanyaan mengenai
penerapan teori keadilan dalam putusan tersebut. Dalam hukum Islam, nusyuz
memiliki konsekuensi hukum tertentu, termasuk hak-hak finansial bagi istri dan
suami pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan analisis sejauh mana putusan
tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak serta
kesesuaiannya dengan asas keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan konseptual (conceptual approach) perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber hukum utama yang
digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang dikaji dengan teori
keadilan dalam hukum Islam dan teori keadilan menurut filsafat hukum. Analisis
dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif guna memahami pertimbangan
hukum hakim serta implikasinya terhadap hak-hak para pihak dalam perkara cerai
akibat istri nusyuz.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan dasar hukum
yang kuat, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), sehingga mengedepankan aspek kepastian hukum dengan
menegaskan bahwa istri yang nusyuz kehilangan hak atas nafkah iddah. Namun
demikian, dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak semata-mata
berpijak pada aturan normatif, melainkan juga memperhatikan dinamika rumah
tangga yang melatarbelakangi konflik, yang memungkinkan pengkategorian
tindakan nusyuz secara kontekstual. Dari perspektif keadilan, putusan ini
mencerminkan pendekatan keadilan distributif, di mana pemberian mut’ah kepada
istri yang nusyuz menunjukkan adanya pertimbangan atas kerentanan ekonomi
pihak perempuan pascaperceraian. Meski demikian hakim dalam perkara Nomor
592/Pdt.G/2022/PA.Plh tidak memberikan mut’ah yang menunjukkan adanya
inkonsistensi dalam hal pertimbangan hukum.
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